Pentingnya Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Laut

[l-_.-.!_" Pendahuluan

Wilayah pesisir dan laut memiliki arti yang stragedan penting
bagi masa depan Indonesia mengingat sebagai n€gptgauan
(archipelagic statpterbesar di dunia, wilayah ini mendominasi
total wilayah Indonesia. Panjang pantai Indonedaah 81.000
km, terpanjang kedua setelah Kanada atau yangwmeedadunia
dalam konteks panjang pantai yang produlditétan panjang
pantai Kanada didominasi oleh panjang pantai wiaya
Greenland yang berupa lahan kurang produktif katesraipa
gurun).

Selain itu, dengan luas wilayah teritorial Indoaeging tercatat
sebesar 7,1 juta Kmwilayah laut mendominasi dengan luas
kurang lebih 5,4 juta ki Dengan potensi fisik sebesar ini,
Indonesia memiliki dengan sumber daya perikanankésautan
yang besar. Dari sisi keanekaragaman hayati, Irei@roékenal
sebagai negara dengan kekayaan hayati kelautaséeriiDalam
hal ekosistem, terumbu karangpfal reef$, Indonesia dikenal
sebagai salah satu penyumbang kekayaan hayatiliarisanang
terbesar di dunia. Menurut data World Resourcegitues
(2002), dengan luas total sebesar 50.875rkaka 51% terumbu
karang di kawasan Asia Tenggara dan 18% terumbangadi
dunia berada di wilayah perairan Indonesia.
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Sumber daya perikanan juga memiliki potensi yangabe
sehingga sering disebut bahwa sektor perikanan pakan
raksasa yang sedang tidthie sleeping giaht Hasil riset Komisi
Stock Ikan Nasional menyebutkan bahwa stock sundaga
perikanan nasional diperkirakan sebesar 6,4 juiaptr tahun.
Hal ini tentu estimasi kasar karena belum mencglaignsi ikan
di perairan darataninland waters fisherigs Demikian juga
dengan sumber daya alam kelautan lainnya, sepentier daya
minyak yang berkontribusi secara signifikan teripadatal
produksi minyak dan gas (67%), gas dan mineral l@nhya,
serta potensi material untuk bioteknologi yang dipakan
mencapai kapitalisasi pasar triliunan rupiah (Dah@004).
Total kontribusi sektor perikanan dan kelautan @¢dap PDB
nasional mencapai 25% dan menyumbang lebih dari 15%
lapangan pekerjaan (Burket,al 2002).

Dengan potensi yang demikian besar dan memilikipanmting
dalam konteks perekonomian bangsa maka perencasfean
pengelolaan yang berkelanjutan dari wilayah pegsin laut,
khususnya perencanaan pengelolaan perikanan mesghdah
kebutuhan mutlak. Fungsi perencanaan dan pengeloiadak
hanya berdimensi fisik untuk menjaga kelestariamldgdanjutan
sistem alam dan sumber daya perikanan, namun rkemili
dimensi sosial karena berada di wilayah pesisir ldam pun,
yaitu komunitas pesisir yang telah berinteraksiasgeainamis
dengan pemanfaatan sumber daya perikanan merusaiam
satu unsur yang perlu diperhatikan sehingga pemiveamy
wilayah pesisir secara berkelanjutan dapat terwujud

Perencanaan pengelolaan perikarieshéries management plan
dan rencana pengelolaan kawasan pesisiastal management
plan) dengan sendirinya merupakan alat yang pentingikunt
mengetahui dinamika masyarakat pesisir terkait aengola
pemanfaatan dan apresiasi terhadap sumber daysir pdsn
lautan, termasuk dalam hal ini sumber daya perikaB&ngan
adanya rencana pengelolaan perikanan yang sistemmetka
pengelolaan perikanan di suatu wilayah akan menieliih
efisien dalam konteks prosesnya untuk mencapaiaruju
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pembangunan perikanan pada khususnya dan pembanguna
wilayah pesisir dan lautan pada umumnya. Salah gahsip
dasar penyusunan rencana pengelolaan perikanamedaana
pengelolaan kawasan pesisir adalah prinsip ketagradian
prinsip aspiratif. Terpadu dalam konteks pendekatan
komprehensif yang memadukan antara dinamika sistkm
(ecosystein dan sistem manusishifman systejn sedangkan
aspiratif lebih pada pendekatan dari bawah di mprases
perencanaan wilayah pesisir dan laut dilakukan aeng
melibatkan masyarakat pesisir sebagai subjek sggisalobjek
dari perencanaan itu sendiri.

Menurut IPCC (1994) dalam Dahuri (1996), pengelolaa
wilayah pesisir secara terpaduntégrated Coastal Zone
Management merupakan cabang ilmu baru bukan saja di
Indonesia, namun juga di tingkat dunia. Dalam kksitai,
walaupun secara substansial sama, kemudian tindttrapa
istilah yang terkait dengan pengelolaan wilayahigiredan laut,
seperti Coastal Management(CM), Integrated Coastal
Management(ICM), Integrated Coastal Area Management
(ICAM), Integrated Coastal and River Basin Management
(ICRBM), Integrated Coastal Zone Planning and Management
(ICZPM), dan lain sebagainya.

Untuk dapat memahami lebih jelas Modul 1 ini tefbagnjadi 2
kegiatan belajar sebagai berikut.

1. Kegiatan Belajar 1: tentang Definisi Wilayah iBesdan
Potensi Sumber Daya Pesisir dan
Laut

2. Kegiatan Belajar 2: tentang Isu dan Masalah &etaan
Wilayah Pesisir dan Laut

Secara umum setelah mempelajari modul ini Andardjilan
dapat menjelaskan pentingnya pengelolaan wilayaisipedan
laut. Kemudian, secara khusus Anda dapat menjalaska

1. definisi dan batasan wilayah pesisir;
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kebijakan nasional pengelolaan wilayah pesisirldat)
potensi sumber daya perikanan;

potensi sumber daya energi dan mineral,

potensi perhubungan laut;

potensi pariwisata bahari;

kontribusi sektor kelautan;

ekspor impor;

. kerusakan fisik pesisir dan laut;

10. masalah sosial ekonomi;

11. masalah hukum dan kelembagaan.
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I
Kegiatan Belajar

1

Konsep dan Definisi Wilayah
Pesisir dan Potensi Sumber Daya
Pesisir dan Laut

A. Definisi Wilayah Pesisir

Secara umum, tidak ada konsep dan definisi yang baktang
wilayah pesisir. Ketchum (1972) menyebutkan bahvealap
dasarnya wilayah pesisir adalah wilayah pertemuatara
wilayah daratan (terrestrial) dan wilayah latlte(coast may be
thought of as the area that shows a connection dmtwand and
ocean. Selanjutnya, secara ekologis Ketchum mendekiarsi
wilayah pesisir sebagai (Ketchum, 1972).

The band of dry land and adjacent ocean space (waibel
submerged land) in which terrestrial processes ¢t uses
directly affect oceanic processes and uses, ar@wacsa

Dari definisi tersebut di atas, dapat dijelaskahvaz wilayah
pesisir adalah sebuah wilayah yang dinamik dengamggruh
daratan terhadap lautan atau sebaliknya. Prosesrk&gan
(interlinkage$ antara wilayah darat dan laut ini merupakan
sumber dinamika yang penuh tantangan dalam kerangka
pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terjiategrated
coastal managemerniCM).

Sedangkan dalam konteks kebijakdones and Westmascot
(1993) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai herik
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Coastal zone management involves the continuouggeament
of the use of coastal lands and waters and theioueces within
some designated area, the boundaries of which amally
politically determined by legislation or by exeeetiorder

Definisi di atas menjelaskan bahwa wilayah pegidak hanya
diidentifikasi berdasarkan sifat ekologis sematamun harus
pula mencakup definisi administratif sebagai sebudlayah

pengelolaan. Menurut FAO (2000) istilatpastal zonelebih

tepat digunakan daripadapastal areayang lebih berkonotasi
sebagai wilayah geografis sebelum dijadikan selkeakasan
pengelolaan. Dalam modul ini, istilah “wilayah s#Si

digunakan untuk kedua pengertiemastal zonenaupuncoastal

area

Pada tataran global, definisi wilayah pesisir tetgag dari
tujuan pengelolaan, dari definisi paling sempit gamluas.
Srilanka, misalnya mendefinisikan wilayah pesisirrsebagai
kawasan dengan panjang 1 km ke arah Iseaward dan 300
meter sampai 2 km ke arah dar&an@iward (Scura, et.al,
1992). Selanjutnya, menurut hukum Prancis, wilaysisir
didefinisikan sebagai kawasan geografis yang merkeenl
zonasi tertentu dan perlindungan tata guna laham da
pembangunan (FAO, 2000). Sementara itu, definidayah
pesisir di negara bagian Queensland, Australiaahdealilayah
pesisir yang mencakup kawasan perairepasgtal waters dan
seluruh wilayah daratadagdward yang memiliki fitur fisik,
ekologi, dan proses alam atau kegiatan manusia yang
mempengaruhi atau yang berpotensi mempengaruhiaipant
(coas) dan sumber daya pesisito@stal resourcgs(Kay and
Alder, 2000).

Sedangkan, dalam naskah akademik Usulan RUU Pédagelo
Wilayah Pesisir (DKP, 2001), definisi wilayah pésigang
digunakan mencakup 3 pendekatan batasan, yaituekatah
ekologi, pendekatan administrasi dan pendekataanpanaan.
Dalam konteks pendekatan ekologis, wilayah pesisir
didefinisikan sebagai kawasan daratan yang magiéndaruhi
oleh proses dan dinamika laut, seperti pasang,simtatisi air



MMPI5104/MODUL 1

laut, dan kawasan laut yang masih mendapat pengadauh
proses dan dinamika daratan, seperti sedimentasi da
pencemaran. Sementara itu, pendekatan administersibatasi
wilayah pesisir sebagai wilayah yang administrasnherintahan
memiliki batas terluar sebelah hulu dari kecamattau
kabupaten/kota yang mempunyai laut dan ke aratskgath 12

mil dari garis pantai untuk provinsi dan seper rigm untuk
kabupaten/kota. Sedangkan dalam konteks pendekatan
perencanaan, wilayah pesisir merupakan wilayahngareaan
pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada panangsu
yang akan dikelola secara bertanggung jawab.

B. Kebijakan Nasional Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Laut

Telah dikemukakan di atas, potensi sumber dayaipeksin laut
merupakan karunia yang harus dimanfaatkan seoptimaatkin
untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, di gotnsi
sumber daya pesisir dan laut yang besar, sudafkjdiketahui
bahwa wilayah pesisir dan laut menyimpan potensi
permasalahan sekaligus ancaman terutama yang belasa
aktivitas manusia. Pencemaran industri di daratgpgaatan
sumber daya yang berlebihaovérexploitatiop atau konflik
pemanfaatan sumber daya adalah contoh permasalkddman
ancaman yang ada dalam konteks pengelolaan pdaisitaut.
Dalam hal ini, pengelolaan wilayah pesisir dan |setara
terpadu menjadi penting dan relevan untuk mengunaoignsi
permasalahan dan ancaman sekaligus mampu mewujudkan
tujuan pengelolaan sumber daya dan lingkungan ahlaesisir
dan laut berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintalonbsia
melalui Departemen Kelautan dan Perikanan telaherbékan
Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
No. 10/MEN/2003 tentang Panduan Perencanaan Pémmelo

1.7
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Pesisir Secara Terpadintegrated Coastal Zone Management

ICZM). Tujuan penerbitan panduan ini untuk:

1. menyediakan panduan bagi pemerintah  provinsi,
kabupaten/kota, pihak swasta maupun masyarakaindala
perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secaradierp

2. memfasilitasi pihak-pihak yang terka#tékeholdersdalam
mengikuti proses dan tahapan perencanaan pengelolaa
pesisir secara terpadu sesuai dengan kondisi ekslogjal,
dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir yangaierk

3. melakukan standardisasi mekanisme perencanaan
pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Sedangkan target yang diharapkan akan tercapai dari

penyusunan panduan ini adalah:

1. integrasi perencanaan pengelolaan pesisir daniusepihak
yang terkait §takeholderg

2. formulasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir an dan
seperangkat program prioritas dalam pemanfaatarbesum
daya pesisir dan laut;

3. tersusunnya dokumen pengelolaan wilayah pesisirlaan
secara terpadu di seluruh level pemerintahan baikinsi
dan kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir.

Gambar 1.1 menyajikan hierarki perencanaan persageiol
wilayah pesisir secara terpadu sesuai dengan SKteken
Kelautan dan Perikanan No. 10/MEN/2003.
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Project
implementatio

Regional guidance
coastal and marine

Spatial
and optimization
Coastal coastal and marine
Marindonatio uses
Vision
Strategic Coastal Management mission

Source : Marine Affairs and Fisheries Ministerial Decree KEP. 10/MEN/2002

Gambar 1.1.
Hierarki Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICZPM)
menurut SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 10/2002

Lebih lanjut, rencana strategis pengelolaan pdsisjuga sesuai
dengan semangat otonomi daerah yang dikembangkam ¢HJ
No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah. Sesuai dengbh U
tersebut, daerah memiliki kewenangan lokal untukngaéur
dirinya sendiri sebatas sesuai dengan aspirasiarest lokal
dan disesuaikan dengan peraturan yang berlakunDéld ini
juga disebutkan kewenangan pengelolaan wilayah beagi
provinsi, yaitu sepanjang 12 mil dari garis pandain bagi
pemerintah kabupaten/kota adalah seper tiga danaden
pengelolaan provinsi atau sepanjang 4 mil.

1.9
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FAO (2000) mengidentifikasi bahwa pemanfaatan surdbga
wilayah pesisir sudah dilakukan sejak zaman preseja
mengingat wilayah pesisir menyediakan barang daa jang
diperlukan oleh manusia khususnya yang terkait a@eng
komunikasi, transportasi dan penyediaan bahan panga

Dalam perspektif statistik global, Soarest.al (1998)
menyebutkan bahwa 50-70% dari seluruh populasi aduni
mendiami kawasan pesisir. Selanjutnya, NOAA (1992)
memprediksi bahwa dalam 30 tahun ke depan, jumbgtulpsi
penduduk di kawasan pesisir akan bertambah dadakeasaat
ini. Selain itu, statistik global juga menunjukké&ahwa luas
perairan laut adalah 361 juta kratau sekitar 70% dari total
wilayah bumi dengan total volume laut global sebé&s248 juta
km kubik. Dari 3 wilayah laut dunia (Atlantik, P&ki dan
India), rata-rata kedalaman laut adalah 3,7 km kidalaman
tertinggi ada di Laut Pasifik, yaitu 11,02 km.

Secara nasional, wilayah pesisir dan laut Indoneseupakan
wilayah penting yang diharapkan dapat menjadi peoTdp
pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini didorong olebamya
potensi sumber daya pesisir dan laut yang dapaardaatkan
untuk kesejahteraan bangsa. Bagian ini menyajikecara
ringkas potensi sumber daya pesisir dan laut, kenudiikuti
dengan peran secara ekonomi sektor-sektor pembamguang
berbasis pada pemanfaatan sumber daya pesisiautan.|

1. Potensi Sumber Daya Perikanan

a. Perikanan Tangkap
Membangun perikanan bagi Indonesia merupakan bkebua
tantangan sekaligus kewajiban, mengingat secamiaiia
Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanaDR)S
yang melimpah. Sebagai negara Kepulauarthipelagic
statg terbesar di dunia, wilayah perairan mendominaisil t
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wilayah Indonesia dengan luas tidak kurang darj@Bknf

dan potensi SDP sebesar 6,4 juta ton/tahun (DaP0@4).
Secara spasial, potensi SDP tersebut tersebamadiehairan
besar, yaitu Samudra Hindia (selatan) dan Samuaséil
(utara), masing-masing mencakup 14 dan 9 kawasan
perairan domestik. Tabel 1.1, yaitu tentang diggilspesies
penting SDP di perairan Indonesia dan terlihat lzahw
Indonesia memiliki beragam spesies ekonomi perfibg
yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Keragareais |
SDP merupakan unsur pembeda antara pengelolaan
perikanan di negara tropithé south dan subtropis tkie
north) yang memiliki keragaman jenis SDP relatif sedikit
sedangkan potensi sumber daya perikanan dan tingkat
pemanfaatannya tahun 2002, seperti Tabel 1.2.

Tabel 1.1.
Distribusi Spesies Ekonomi Penting di Perairan Indonesia

No.

Perairan Spesies

Daerah

Nama Indonesia

Nama Internasional

Samudra Hindia (Selatan)

1. Aceh - Cakalang Skipjack tuna
- Tuna mata besar Bigeye tuna
- Madidihang Yellowfin tuna
- Tongkol eastern little tuna.
2. Sibolga - Tongkol eastern little tuna.
- Tuna mata besar Bigeye tuna
3. Padang - Tongkol Euthynnus sp.
- Cakalang Skipjack tuna
- Tuna mata besar Bigeye tuna
4. Bengkulu - Tongkol Euthynnus sp.
- lkan Pedang Swordfish
- Setuhuk hitam Black marlin
- Setuhuk putih White marlin

1.11
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No.

Perairan

Spesies

Daerah

Nama Indonesia

Nama Internasional

Setuhuk loreng
Tuna sirip biru selatan
Albakora

lkan layaran

Stripped marlin
Southern bluefin tuna
Albacore tuna

Indo-Pacific sailfish

Binuangen (Jabar)

lkan pedang
Ikan layaran

lkan tumbuk

Swordfish
Indo-Pacific sailfish

Spearfish

6.

Pelabuhan Ratu
(Jabar)

Tongkol
Cakalang

lkan Pedang
Setuhuk hitam
Setuhuk putih
Setuhuk loreng
lkan layaran
Ikan tumbuk

Tuna sirip biru selatan

eastern little tuna.
Skypjack tuna
Swordfish

Black marlin

Makaira mazara
Stripped marlin
Indo-Pacific sailfish
Spearfish

Southern bluefin tuna

Cilacap (Jateng)

Cakalang

lkan Pedang
Setuhuk hitam
Setuhuk putih
Setuhuk loreng
lkan layaran
Ikan tumbuk

Tuna sirip biru selatan

Skypjack tuna
Swordfish
Black marlin
Makaira mazara
Stripped marlin
Indo-Pacific sailfish
Spearfish

Southern bluefin tuna

8.

Perigi dan Sendang
Biru (Jawa Timur)

Cakalang

lkan Pedang

Setuhuk hitam
Setuhuk putih
Setuhuk loreng

Ikan layaran

Ikan tumbuk

Tuna sirip biru selatan
Albakora

Skypjack tuna
Swordfish

Black marlin

Makaira mazara
Stripped marlin
Indo-Pacific sailfish
Spearfish

Southern bluefin tuna

Albacore tuna

1.12
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Perairan Spesies
No.
Daerah Nama Indonesia Nama Internasional
9. Benoa (Bali) - Tongkol Euthynnus sp.
- Tuna sirip biru selatan Southern bluefin tuna
10. Sumbawa - Tuna sirip biru selatan Southern bluefin tuna
- Albakora Albacore tuna
11. Flores - Cakalang Skypjack tuna
- Tuna mata besar Bigeye tuna
- Madidihang Yellowfin tuna
- Albakora Albacore tuna
12. Kupang - Tuna sirip biru selatan Southern bluefin tuna
- Albakora Albacore tuna
13. Laut Banda (Ambon) - Cakalang Skypjack tuna
- Tuna mata besar Bigeye tuna
- Madidihang Yellowfin tuna
- Albakora Albacore tuna
- Abu-abu Longtail tuna
- lkan pedang Swordfish
- Setuhuk hitam Black marlin
- Setuhuk putih Makaira mazara
- Setuhuk loreng Stripped marlin
- lkan layaran Indo-Pacific sailfish
- lkan tumbuk Spearfish
14. Laut Arafura - Cakalang Skypjack tuna
- Tuna mata besar Bigeye tuna
- Madidihang Yellowfin tuna
- Albakora Albacore tuna
- Abu-abu Longtail tuna
I Samudra Pasifik (Utara)
1. Biak - Tongkol Euthynnus sp.
- Cakalang Skypjack tuna
- Tuna mata besar Bigeye tuna
- Madidihang Yellowfin tuna
- Albakora Albacore tuna

1.13
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Perairan Spesies
No.
Daerah Nama Indonesia Nama Internasional

lkan layaran Indo-Pacific silfish

2. Sorong Cakalang Skypjack tuna
Tuna mata besar Bigeye tuna
Madidihang Yellowfin tuna
Albakora Albacore tuna
Abu-abu Longtail tuna

3. Fak-fak Cakalang Skypjack tuna
Tuna mata besar Bigeye tuna
Madidihang Yellowfin tuna
Albakora Albacore tuna
Abu-abu Longtail tuna

4. Ternate Cakalang Skypjack tuna
Tuna mata besar Bigeye tuna
Madidihang Yellowfin tuna
Albakora Albacore tuna

5. Laut Maluku Cakalang Skypjack tuna
Tuna mata besar Bigeye tuna
Madidihang Yellowfin tuna
Albakora Albacore tuna
Abu-abu Longtail tuna

6. Bitung (Laut Tongkol Euthynnus sp.

Sulawesi) Cakalang Skypjack tuna

Tuna mata besar Bigeye tuna
Madidihang Yellowfin tuna
Albakora Albacore tuna
Abu-abu Longtail tuna

7. Teluk Bone Tongkol Euthynnus sp.
Cakalang Skypjack tuna
Tuna mata besar Bigeye tuna
Madidihang Yellowfin tuna
Albakora Albacore tuna

8. Selat Makassar Cakalang Skypjack tuna
Tuna mata besar Bigeye tuna

1.14



MMPI5104/MODUL 1

Perairan Spesies
No.
Daerah Nama Indonesia Nama Internasional
- Madidihang - Yellowfin tuna
- Albakora - Albacore tuna
- Abu-abu - Longtail tuna
9. Bangka-Belitung - Tongkol - Euthynnus sp.
- Cakalang - Skypjack tuna
- Abu-abu - Longtail tuna

Sumber: FPIK-IPB (2004)

Tabel 1.2.
Potensi dan Pemanfaatan Sumber daya Perikanan Indonesia (2002)

No Spesies Msy. (Juta Ton)* Pemanfaatan (%)
1. Pelagis Besar 1,165 63,17
2. Pelagis Kecil 3,605 49,49
3. Demersal 1,365 79,52
4, Ikan Karang 0,145 00,00
5. Udang Penaid 0,095 00,00
6. Lobster 0,005 85,00
7. Cumi 0,028 100,00

Sumber : FPIK-IPB (2004)

Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indofiast
dan darat) sampai tahun 2000 mencapai 4,1 jutap&sn
tahun. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkdengan
negara-negara produsen perikanan lainnya, segarta@l7
juta ton per tahun), Peru (10, 7 juta ton per tahigepang (5
juta ton per tahun), Amerika Serikat (4,7 juta pmr tahun)
dan Chile (4,3 juta ton per tahun).

Untuk pemanfaatan potensi sumber daya perikanaat da
Indonesia, khususnya perikanan tangkap masih mekdud
peringkat kelima dunia setelah China, India, Bateth,
dan Uganda. Dengan besarnya produksi yang dihagil&e

1.15
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perikanan tangkap di perairan darat, pada tahunO 200
Indonesia di perairan darat, baru mencapai 0,329 tpn.
Pada tahun yang sama produksi perikanan tangkap di
perairan darat China sudah mencapai 2,233 jutalhalia
0,797 juta ton, Bangladesh 0,670 juta ton dan Ug#nas6
juta ton.

Produksi sumber daya perikanan Indonesia dalarelaseb
tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan gangat
tinggi. Setiap tahunnya rata-rata produksi perikana
mengalami peningkatan sebesar 3471724,6 ton. Rbada t
2002 produksi perikanan mencapai 4.073.506 tond[Th3.
Artinya produksi perikanan Indonesia sudah menc@p#i8
persen dari total potensi perikanan yang bolemgkap di
perairan Indonesia (5,12 juta ton).

Tabel 1.3.
Produksi Perikanan Laut Indonesia
No. Tahun Produksi Perikanan Laut (Ton)
1. 1992 2.690.050
2. 1993 2.884.931
3. 1994 3.078.151
4. 1995 3.290.795
5. 1996 3.381.140
6. 1997 3.610.537
7. 1998 3.723.746
8. 1999 3.682.444
9. 2000 3.807.191
10. 2001 3.966.480
11. 2002 4.073.506

Sumber : DKP (2003)
Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa produksi sumber daya
perikanan laut pada tahun 2002 telah mengalami
peningkatan sebesar 51,43 persen jika dibandindkagan
tahun 1992. Pada tahun 2002, produksi perikanarcapan
4.073.506 ton dan 1992 produksi perikanan laut egyesic
2.690.050 ton. Rata-rata pertumbuhan produksi peak
selama sebelas tahun terakhir sebesar 4,27 pétaemin,
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pertumbuhan produksi sumber daya perikanan laut
mengalami fluktuasi, sedangkan dari tahun 1992 aamp
tahun 1995 terus mengalami penurunan dan mengalami
kenaikan pada tahun 1996. Pada tahun 1996 sanipai ta
1998 pertumbuhan produksi perikanan laut kembali
mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkam tah
1998 pertumbuhannya mengalami negatif. Tahun 1998
sampai 2000 pertumbuhan perikanan kembali mengalami
peningkatan dan turun lagi pada tahun 2001.

Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) pada tahur2 200
mencapai 490.097 RTP yang tersebar di seluruh ahlay
perikanan Indonesia. Jumlah RTP tahun 2002 menjikan
dibandingkan dengan tahun 2001, yaitu 515.104 RTP.
Namun, secara rata-rata, sebelas tahun terakhiajuRITP
mengalami penambahan sebesar 454.500 RTP per tahun
(Tabel 1.4)

Tabel 1.4.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan 1992-2002

No. Tahun Jumlah
1. 1992 403.381
2. 1993 423.943
3. 1994 423.667
4, 1995 433.912
5. 1996 447.983
6. 1997 433.217
7. 1998 453.104
8. 1999 499.704
9. 2000 475.392
10. 2001 515.104
11. 2002 490.097

Sumber : DKP (2003)

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan lghm
rumah tangga perikanan (RTP) selama sebelas tahakhir
(1992-2002) rata-rata mencapai 2,09 persen, tetal@m
perjalanan selama sebelas tahun tersebut telakditerj
fluktuasi pertumbuhan rumah tangga perikanan. Rada
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waktu 1993 sampai tahun 1994 pertumbuhan RTP
mengalami penurunan sampai 0,07 persen, tahun 1994
sampai 1996 RTP mengalami pertumbuhan yang mertingka
sampai 3,24 persen dan memasuki tahun 1997 kembali
mengalami penurunan sebesar 3,30 persen. Memagisid m
krisis ekonomi (1997-1999) RTP mengalami pertumbuha
yang sangat tinggi, yaitu mencapai 10,28 perseml i
menunjukkan bahwa sektor perikanan pada saat aigid k
telah menjadi perhatian mata pencaharian masyarakat
Pertumbuhan RTP yang sangat signifikan tersebutudip
oleh adanya keterpurukan sektor ekonomi lainnypersie
properti dan perbankan. Pada tahun 2000 pertumbiRfién
kembali mengalami penurunan sampai 4,87 persery yan
diduga akibat membaiknya sektor-sektor ekonomi udir |
perikanan yang pada awal krisis mengalami ketekaumu

. Perikanan Budi daya

Potensi perikanan budi daya Indonesia sampai t2000
baru menghasilkan produksi sekitar 994 ribu tongden
nilai sekitar 2.268 miliar US$. Jumlah ini jauh iketkecil
jika dibandingkan dengan negara-negara produséwapan
lainnya, seperti China, India, Jepang dan FilipiRada
tahun 2000 produksi perikanan budi daya China sudah
mencapai sekitar 32.444 ribu ton dengan nilai ael?8.117
miliar USS$.

Sementara itu, potensi budi daya kelautan di ledian
mencapai 24.528.178 hektar yang tersebar di 26inmiov
Dari keseluruhan potensi tersebut, potensi luaanliabudi
daya laut terbesar terdapat di Provinsi Papua dehgzs
9.938.100 hektar. Tabel 1.5 menyajikan secara kmgk
potensi lahan budi daya kelautan menurut provinsi.
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Tabel 1.4. Potensi Lahan Budi daya Kelautan Menurut Provinsi

di Indonesia

No Propinsi Potens Areal (ha) No Propinsi Potensi Areal (ha)

1 NAD 203,350| | 15 Nusatenggara Barat 152,800
2 Sumatera Utara 734,000 | 16 Nusatenggara Timur 37,500
3 Sumatera Barat 128| |17  Sulewesi Utara 143,400
4 Bengkulu 203,000[ | 18 Sulawesi Selatan 600,500
5  Sumatera Selatan 2,785,300 |19 Sulawesi Tengah 18,400
6 Riau 1,595| |20 Sulawesi Tenggara 230,000
7 Jambi 30| |21 Kalimantan Barat 15,520
8  Lampung 596,800 |22 Kalimantan Timur 6,350
9 DKl Jakarta 26,400| | 23 Kalimantan Tengah 3,708,500
10 Jawa Barat 743,700 |24 Kalimantan Selatan 1,962,505
11  Jawa Tengah 677,700 |25 Maluku 1,044,100
12 D, Yogyakarta 18,800| |26 Papua 9,938,100
13 Jawa Timur 640,500

14 Bal 39,200 TOTAL 24,528,178

Sumber : DKP (2004)

2. Potensi Sumber Daya Energi dan Mineral

Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar palda
tektonik mulai dari kawasan pantai sampai Zona Bkan
Eksklusif Indonesia (ZEEIl). Pada umumnya mineratamal
tersebut terperangkap di dalam lapisan sedimenaindgri
sedimen permukaan berumur Kuarter sampai ribuarernait
bawah dasar laut pada sedimen tersier. Sumber miayeral
penting yang mampu mendukung kegiatan industri
pertambangan adalah endapan hidrotermal yang
pembentukannya dipengaruhi oleh kegiatan magmaiis)
endapan mineral sedimen yang berasosiasi dengae maapan
sedimen (PKSPL-IPB, 2004).
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a. Sumber Daya Minyak dan Gas
Menurut ADB (2004) dalam PKSPL-IPB (2004), totdhin
sektor minyak dan gas (migas) yang dihasilkan waayah
pesisir dan laut mencapai Rp5.218 triliun atau 3 dari
total PDB nasional pada tahun 1992. Sedangkan, hasi
identifikasi Departemen Energi dan Sumber daya Mine
(DESDM) menyebutkan total cadangan minyak di Inddme
mencapai 8.820,4 MMSTB yang tersebar di 10 kawasan
(Gambar 1.2).

MALUKU

! IRIAN JAYA

SOUT!

. EAST JAVA
| l-‘, Py L. SN R
QGO i EN = 4.727,9 MMSTB
““ OTENTIAL = 4.092,5 MMSTB
.
TOTAL = 8.820,4 MMSTB
R/IP =19 Years

. OIL RESERVES (MMSTB)

Gambar 1.2.
Sebaran Cadangan Minyak Indonesia (DESDM, 2004)

Sedangkan cadangan gas di Indonesia diperkiradagsar
178 TSCF yang tersebar di 10 kawasan. Gambar 1.2
menyajikan sebaran cadangan gas di Indonesia mtenuru
kawasan.
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NATUNA
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TOTAL =178,13 TSCF

Gambar 1.3.
Sebaran Cadangan Gas Indonesia (DESDM, 2004)

b. Timah

C.

Potensi sumber daya timah Indonesia diperkirakatara
800.000 sampai 1.000.000 ton, dimana 70% cadangan
terbukti berada di dasar laut dalam bentuk kastitBaerah
yang dikenal sebagai daerah potensi timah yaitugiBan
Belitung, Singkep, Lingga, Kundur dan Karimun (PKSP
IPB, 2004).

Emas dan Perak

Mineral emas dan perak dalam bentuk mineral letaka
ditemukan pada endapan dasar laut di perairan Lagypu
Kalimantan Selatan, perairan Sukabumi Selatan, KTelu
Tomini, dan Laut Arafuru. Dari data petrografi miale
umumnya mineral emas ini berasosiasi dengan miperak
terutama pada contathay mineral (PKSPL-IPB, 2004).

Pasir Kuarsa

Pasir kuarsa yang dikenal sebagai mineral sillxah&n
kaca), merupakan sedimen lapukan dan letakan dauab
induk yang bersifat granitik atau pun rombakan deat-urat
kuarsa atau kristalin. Potensi pasir kuarsa umuntergiapat

di sepanjang jalur granit kepulauan Riau, Bangkan d
Belitung. Umumnya pasir laut di perairan Riau memnyai
kandungan kuarsa di atas 80%. Selain itu, umummgr p
kuarsa juga mengandung mineral zircon dan rutipe8e
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diketahui bahwa rutil merupakan salah satu mineral
pembawa unsur radio aktif torium. Oleh sebab itktsper
pasir laut sebagai material reklamasi pantai keg&giora
yang ditambang di kawasan perairan Riau, sebenalayat
diklasifikasikan sebagai komoditi mineral yang memyai
harga jual yang jauh lebih tinggi dari pada hargairplaut
atau agregat (PKSPL-IPB, 2004).

. Monazit, Zirkon, dan Rutil

Monazit, zirkon, dan rutil merupakan produk sarggim py
produc) dari endapan letakan. Monazit dan zirkon
merupakan mineral yang penting dan langka karena
mengandung unsur torium yang bersifat radio aktif.
Umumnya mineral ini dimanfaatkan sebagai produk
sampingan penambangan timah di Bangka dan Belitung
(PKSPL-IPB, 2004).

. Pasir Besi

Pasir besi yang umumnya berwarna hitam terdirii dar
mineral magnetit dan ilmenit, banyak ditemukan hiardp
seluruh di kawasan pantai di Indonesia terutama yalah
terangkut dari endapan vulkanik yang bersifat basa.
Penambangan pasir besi telah dilakukan di pantac&p,
Jampang Kulon, dan Yogyakarta dan digunakan sebagai
bahan dasar logam besi dan sebagai mineral pencampu
dalam industri semen. Kawasan busur volkanik médpa
sumber pasir besi yang berlimpah, seperti di sepanj
pantai selatan Jawa dan Sumatra, Nusa Tenggarakivial
Utara, dan Sulawesi Utara (PKSPL-IPB, 2004).

g. Agregat Bahan Konstruksi

Agregat merupakan bahan konstruksi terdiri darikkedan
pasir tersebar dalam jumlah yang berlimpah di kawas
pantai dan lepas pantai. Kawasan perairan Karimam d
Kundur merupakan kawasan penambangan pasir laut
terbesar saat ini karena jenis dan komposisi pyesig
ditambang memenuhi persyaratan untuk material kaksit

dan bahan reklamasi (PKSPL-IPB, 2004).
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h. Posporit
Endapan posporit berumur Resen berupa fosfat rkaliu
dalam bentuk nodul atau butiran telah ditemukamatiar
laut Paparan Sahul, yaitu antara pulau Timor dastralia
(PKSPL-IPB, 2004).

i. Nodul dan Kerak Mangan
Endapan mangaan umunya ditemukan dalam bentuk nodu
(nodule, kerak €rus) atau hamparampévement Indikasi
sumber daya mineral mangaan ini ditemukan di Lautda,
Laut Selat Lombok, Perairan P. Damar dan Misoafaipan
Sulawesi Utara, dan Halmahera. Jenis mineral mangmagy
ditemukan di perairan Indonesia Timur umumnya bettde
nodul yang kaya akan mangaan-besi. Kerak mangaan
ditemukan pada sistem Punggungan Lucipara danasekit
Punggungan Tampomas di Cekungan Banda Utara (PKSPL-
IPB, 2004).

j. Kromit
Letak dan sebaran endapan kromit rombakan (desékalu
ditemukan berdekatan dengan batuan induknya (akegb
Oleh sebab itu, penyebaran endapan kromit ini unyamn
ditemukan di sekitar gawir pantaidastal clifj berdekatan
dengan singkapan batuan ultrabasa di KalimantamTéan
Tenggara, Pulau Laut dan Sebuku, Sulawesi Tengimma
Timurlaut, Halmahera, Waigeo dan Timor (PKSPL-IPB,
2004).

k. Gas Biogenik Kelautan (Methan)
Gas biogenik merupakan salah satu sumber endegnatif
untuk kawasan pesisir yang terpencil. Pemetaanoggeol
kelautan sistematik di wilayah perairan Laut Jawn 8elat
Sumatra yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Geologi Kelautan, Balitbang Energi dan
Sumber daya Mineral, Departemen Energi dan Surrdyg d
Mineral sejak tahun 1990 memperlihatkan indikasniser
gas biogenik yang terperangkap pada sedimen Hadocen
Lapisan pembawa gas ini umumnya ditemukan pada
kedalaman antara 20-50 m di bawah dasar laut.
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Pemetaan secara horizontal menunjukkan bahwa hampi
seluruh kawasan perairan dangkal terutama di muaexa
sungai besar ditemukan indikasi sedimen mengandasg
(gas charged sediményang diduga merupakan akumulasi
gas biogenik yang berasal dari maturasi tumbuhava ra
purba yang tertimbun sedimen Resen.

Gas biogenik ini umumnya didominasi oleh gas metarg
dikenal sebagai salah satu sumber energi altergatify
ramah lingkungan. Gas biogenik telah dieksploitdan
dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik mikan
industri kecil di muara sungai Yangtze, China (@ijl995).
Umumnya, dari satu sumur gas di kawasan ini dapat
dieksploitasi 5000 t gas per hari dengan tekanan
maksimum 6,1 Kg/cf

Sepanjang kawasan perairan pantai utara Jawai gatdatan
Kalimantan, pantai timur Kalimantan, dan pantai abar
Sumatra merupakan kawasan yang potensial menjardtiesu
gas biogenik ini karena memiliki sejarah terbengakn
sungai dan rawa purba yang mirip dengan terbentukyag
biogenik di muara sungai Yangtze (PKSPL-IPB, 2004).
Mineral Hidrotermal

Indikasi adanya mineral hidrotermal deposit di gi@n
Indonesia ditemukan di perairan Sulawesi Utara,ulel
Tomini, Selat Sunda dan perairan Wetar (gunundapiah
laut Komba, Abang Komba, dan Ibu Komba). Lubang
hidrotermal fiydrothermal vent atau yang lebih dikenal
dengan istilahblack smokerdan white smokemerupakan
ekosistem laut dalam yang unik karena air panagy yan
dikeluarkannya mengandung ikatan sulfur yang digana
oleh bacteria sebagai energi. Dengan demikian,r das&
kawasan ini mempunyai kelimpahan ekosistem biot# la
Selain itu, ahli geologi kelautan menaruh perhakarena
diyakini bahwa lubang hidrotermal ini membawa larut
mineral yang selanjutnya mengawali proses minesilis
pada suatu cebakan mineral dasar laut. Kawasark blac
smoker biasanya berpotensi mineral tembaga wdhite
smokerberpotensi mineral emas.
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3. Potensi Perhubungan Laut

Menggeliatnya sektor riil akan berpengaruh terhadap
perkembangan usaha transportasi laut karena meximgk
kegiatan ekspor impor. Bertambahnya jumlah pengguga
memberikan dampak positif bagi bangkitnya trangsortlarat.
Setelah lebih kurang empat tahun mengalami stagakibat
kondisi perekonomian nasional yang dilanda krig&ga pelaku
usaha di sektor transportasi laut boleh menarubpiaar akan
bangkitnya kembali bidang ini (PKSPL-IPB, 2004).

Untuk menggairahkan transportasi laut perlu diupaya
berbagai kebijakan yang mendukung. Misalnya, meheata
Pelabuhan Tanjung Priok sebagaiternational hub port
(pelabuhan pengumpul internasional) yang diharapkisa
mengurangi cost akibat transit di Singapura. Diperkirakan
penghematan bisa mencapai US$500 juta per tahunumie
data statistik Indonesia mempunyai peti kemas &8 tjventy
feet equivalent unit'{TEU's) per tahun. Sebanyak 90% dari
jumlah tersebut dikirim dulu ke Singapura, kemudibaru
dilanjutkan ke negara tujuan ekspor. Untuk imporabg pun
berlaku hal yang sama. Artinya ada sekitar 9,4 Jl&)'s yang
ke luar dan masuk Indonesia setiap tahun (PKSPL.-2PB4).

Dalam kurun waktu tahun 1997-20@0ss Domestic Product
(GDP) sektor transportasi laut terus mengalami nugaitan.

Pada tahun 1997 GDP sub sektor transportasi laucapai

Rp3.030 miliar dan pada tahun 2003 diperkirakam akancapai
Rp9.606 miliar atau meningkat sekitar 300 persams8&ktor

transportasi laut merupakan penyumbang GDP keddgaesar

dalam sektor transportasi setelah subsektor trat@spdkereta
api dan transportasi darat. Untuk melihat lebithjaoengenai
GDP sektor transportasi tersebut dapat dilihatrdalabel 1.6

berikut ini.
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Tabel 1.6.
Gross Domestik Produk Sektor Transportasi Berdasarkan Harga
Pasar, 1997-2003 (Dalam Miliar Rupiah)

No. Sumber 1997 1998 1999 2000 2001* 2002**  2003**
Transportasi

1. . 308.00 504.00 622.00 709.00 777.00 959.00 865.00
Kereta Api

Transportasi Darat8,240.0( 22,461.00 20,595.0( 21,637.0029,015.0( 36,175.00 31,928.00
Transportasi Laut  3,030.004,284.00 5,321.00 6,913.00 ,094.00 10,625.00 9,606.00
Transportasi

4. Sungai, Danau di 1,974.00 2,597.00 2,752.003,396.00 3,963.00 4,844.00 4,090.00
Ferry
Transportasi Udar2,543.00 3,664.00 ,673.00 4,288.00 ,370.00 5,923.00 5,198.00
Jasa Transportasi  ,402.08,326.00 ,773.0010,968.0012,244.0( 13,708.00 10,940.00
Total 31,497.0041,836.0C 2,736.0C 47,911.00 59,463.0( 72,234.0C 62,627.0C
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)
* : angka prediksi

**  angka sangat prediksi

Kalau diperhatikan dari Tabel 1.6 di atas, terliH@hwa
subsektor transportasi laut belum menjadi tuan hunak
negerinya sendiri. Hal ini didasarkan pada kondisografis
Indonesia yang sebagian besar merupakan lautamakegang
dihadapi oleh para pengusaha transportasi laualadabsalah
peraturan. Saat ini belum ada peraturan pelayaasiomal yang
memadai sehingga selama ini peraturan internasuijedikan
sebagai acuan. Peraturan internasional tersebutakayang
tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Selainparaturan di
pusat dan masing-masing daerah juga belum adadgesean,
terlebih sejak pemberlakuan otonomi daerah. Hahémidaknya
menjadi pemikiran bersama bagi Departemen Perh@mung
dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, dalardukemg
iklim usaha yang lebih kondusif.
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4. Potensi Pariwisata Bahari

Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yangnmiiki
daya tarik bagi wisatawan. Selain itu juga potetssebut
didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keaag&aran
flora dan fauna. Misalnya, kawasan terumbu karangetliruh
perairan Indonesia luasnya mencapai 7.508 #am umumnya
terdapat di wilayah taman laut. Selain itu jugautithg oleh 263
jenis ikan hias di sekitar terumbu karang terselRdtensi
pariwisata bahari tersebut tersebar di sekitar 2¥kerah
Kabupaten/Kota. Selain itu, kawasan pulau yangediifikasi
memiliki potensi pariwisata bahari disajikan sedarmkap pada
Tabel 1.7 berikut (PKSPL-IPB, 2004).

Tabel 1.7.
Jumlah Pulau yang Memiliki Potensi Pariwisata Bahari

Nama Provinsi Jumah Total Luas Jumiah
Pulau Penduduk
NAD 8 48,832.00 17,010.00
Sumatera Utara 27 9,827.40 4,667.00
Riau 26 64,826.99 55,836.00
Kepulauan Riau 1 6.00 0.00
Sumatera Barat 3 144.00 1,157.00
Jambi 1 100.00 0.00
Bengkulu 1 40.06 12,868.00
Sumatera Selatan 1 117.00 560.00
Lampung 6 178,323.70 10,293.00
Jawa Barat 1 50.00 0.00
Jawa Tengah 2 tad 0.00
Bali 11 311.84 115,719.00
Nusa Tenggara Barat 10 9,138,509.09 6,785.15
Nusa Tenggara Timur 7 46,179.06 63,556.00
Kalimantan Timur 14 6,118.75 35,038.00
Kalimantan Selatan 3 21,900.00 793.00
Maluku Utara 2 830.00 673.00
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o Jumlah Jumlah
Nama Provinsi Total Luas
Pulau Penduduk
Sulawesi Utara 1 0.10 0.00
Sulawesi Tenggara 11 4,697.40 3,875.00
Sulawesi Selatan 7 3,473.25 3,031.00
Papua 3 3,417.00 559.00
Total 146 9,527,703.64 332,420.15

Sumber : DKP (2003)

D. Kontribusi Sektor Kelautan pada PDB Nasional

Tahun 1998, kontribusi sektor perikanan dan ketautmilai

masih jauh dari optimal. Hal ini tercermin dari kdlousi sektor
ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasioreigy hanya
mencapai 20,06% (sekitar 189 triliun rupiah). NKantribusi

yang relatif kecil mengingat lebih dari 2/3 wilaydidonesia
adalah berupa perairan laut. Tabel 1.8 menyajikaB Bektor
Kelautan atas harga berlaku pada tahun 1995-1998

Tabel 1.8.
PDB Sektor Kelautan Atas Harga Berlaku pada Tahun 1995-

1998 menurut Subsektor (Miliar Rupiah)

PDB 1995 PDB 1996 PDB 1997 PDB 1998
Subsektor
Nilai % Nilai % Nilai % Nilai
1. Perikanan 6.474 11,56 9.989 15,23 15.907 15,36 20.345 10,76
2. Pertambangan 19.712 35,20 21.426 32,68 42,652 41,19 94.142 49,78
3. Industri Maritim 13.346 23,83 14.753 22,50 19.589 18,92 23.878 12,62
4. Angkutan laut 3.952 7,06 4.790 7,30 5450 5,26 14.043 7,42
5. Pariwisata bahari 3.366 6,01 3.950 6,02 4965 4,79 12.329 6,52
6. Bangunan Kelautan ~ 3.445 6,15 4.256 6,49 5.093 4,92 11.751 6,21
7. Jasa kelautan
. 5700 10,18  6.409 9,77 9.890 9,55 12.646 6,69
lainnya
Total 55995 12,32 65.573 12,31 103.546 16,55 189.134 20,06

L

Sumber: PKSPL-IPB (2000)
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Kontribusi tersebut diperkirakan meningkat menjsz#,30
persen tahun 2002 karena meningkatnya peran sektor
pertambangan dengan kenaikan harga minyak bunai iseltistri
maritim. Pertumbuhan sektor kelautan tahun 2002rkipgkan
3,82% dengan sektor pertambangan mendorong pertianbu
sedang sektor lainnya relatif konstan.

E. Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Komoditi
Kelautan

Secara keseluruhan sektor kelautan menunjukkatusungraca
perdagangan walaupun terdapat perlambatan, sektgkutan
laut masih defisit sedang sektor pertambangan daikgman
menunjukkan surplus. Secara time series, khusudaja
pertumbuhan ekspor perikanan Indonesia dalam kd288-
1998 sangat pesat sehingga neraca perdagangan Isetallai
positif dalam kurun waktu ini. Pada tahun 1988 umcé ekspor
perikanan Indonesia sebesar 181.218 ton dengan W&$
712.199 Dengan peroleh devisa sebesar US$ 1,pdul@a tahun
1991, Indonesia menempati ranking 20 sebagai psilgtian
pemasok ikan terbesar di dunia. Pada tahun 1988 elispor
perikanan Indonesia meningkat menjadi US$1,5 jum@onesia
menempati urutan 9 sebagai penghasil dan pemasukulpr
perikanan dunia sesudah China, Peru, Chile, Jepamgrika
Serikat, Uni Soviet, dan India. Namun demikian, gog@eriode
1998-2002 terdapat kecenderungan perlambatan peuhan
yang diakibatkan oleh berbagai hambatan perdagangan
internasional (detensi, embargo) dengan berbagaiasia
masalah, faktor-faktor tersebut harus segera dib@ra oleh
institusi pemerintah terkait dan asosiasi.

Sampai saat ini, volume dan nilai ekspor perikahatonesia
masih didominasi oleh komoditas udang dan tunalang§a
Udang merupakan salah satu komoditas hasil laug gamgat
populer dan mempunyai nilai yang cukup tinggi dalam
perdagangan internasional. Sebagian besar ekspor tilna
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Indonesia sampai saat ini masih dalam bentuk ikgars Upaya
untuk memperoleh nilai tambah melalui pengolahamaba
baku/ikan belum maksimal dilakukan oleh eksportitdnesia.

Sedangkan impor perikanan utama adalah tepung yeagy
nilainya mencapai hampir US$78 juta atau 65% d#él tnilai
impor perikanan. Tepung ikan tersebut terutama sa¢rdari
Peru (57.000 ton ~ US$ 37 juta) dan Chili (38.080t US$26
juta). Upaya untuk menutup kebutuhan tepung ikamesik
dengan produksi telah lama dipikirkan, namun bdbelu tidak
cukup tersedia untuk menghasilkan produk setarafgate
kualitas impor. Sementara, total nilai ekspor pkogerikanan
Indonesia hanya mencapai kurang lebih 2,1 milidtadgada
tahun 1998. Data lebih terperinci dapat dilihat gpdébel 1.9
berikut ini.
Tabel 1.9.

Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor, Impor dan Neraca

Perdagangan Produk Perikanan Indonesia Tahun 1988 — 1998
(ribuan US$)

Tahun Volume (ton) Nilai Neraca Perdagangan
Ekspor Impor Ekspor Impor
1988 181.218 37.861 712.199 20.704 691.495
1989 228.590 56.736 825.125 32.884 792.241
1990 320.241 73.285 1.039.680 47.684 991.996
1991 409.043 71.552 1.255.663 52.383 1.203.280
1992 421.367 83.082 1.263.535 64.688 1.198.847
1993 529.213 177.200 1.503.748 109.197 1.394.551
1994 545.371 276.829 1.678.720 136.713 1.542.007
1995 563.065 163.240 1.763.989 115.917 1.648.072
1996 598.385 154.895 1.785.798 126.973 1.658.825
1997 651.568 147.029 1.904.491 129.411 1.775.080
1998 714.427 152.049 2.030.725 139.285 1.891.440

Sumber: PKSPL-IPB (2000)
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Apabila diperkirakan volume ekspor adalah sebe&&b Hari
volume produksi lestari, seperti yang terjadi bapar tahun
terakhir ini atau lebih kurang 1,2 juta ton peruiatmaka berarti
nilai potensi ekspor mencapai US$4,8 miliar (&&spn dari 32
miliar). Dengan demikian, nilai ekspor yang dicapada tahun
1998 sebesar US$2 miliar baru 41,7% dari potenspak
Indonesia seharusnya.

Dalam kurun waktu 2000-2003, terjadi kenaikan rata-
volume ekspor sebesar 11%, kemudian diikuti pulehol
kenaikan nilai ekspor sebesar rata-rata 7,09%. Rduaa 2000,
volume ekspor tercatat sebesar 519.415,17 ton, di@munaik
sebesar 696.290 ton pada tahun 2003 (Tabel 1.10).

Tabel 1.10.
Ekspor Produk Perikanan 2000-2003
Kenaikan rata:
No Rincian 2000 2001 2002 *) 2003**) rata
2000-2003
(%)
1 VOLUME 519,415,17| 487,116,13 565,757,00 696,290,00 11,00
(ton)
2 NILAI 1,674,073,5( 1,631,898,59 1,570,353,0d 2,004,067,04 7,09
(US$ 1,000)
3 HARGA 3,22 3,35 2,78 2,88 -3,13
RATA-2
(US $/kg)

Keterangan : *) Angka Sementara; **) Angka Perkiraan
Sumber : BPS (2004)

Sedangkan, dalam konteks neraca perdagangan kagihman,
terjadi pula rata-rata kenaikan sebesar 7,09% uekskor dan
2,27% untuk impor. Hal ini menunjukkan bahwa neraca
perdagangan perikanan Indonesia masih pada pagiplus
(ekspor positif). Tabel 1.11 menyajikan kondisi ater
perdagangan hasil perikanan pada periode 2000-2003.
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Tabel 1.11.
Neraca Perdagangan Produk Perikanan 2000-2003

Rincian

2000

2001

2002 *)

2003**)

Kenaikan
(%)

EKSPOR

1,675,073,50

1,631,898,59

2,432,632,5

2,004,067,00

7,09

IMPOR

111,387,25

103,616,011

60,300,64

116,711,00

NERACA
PERDAGA
NGAN

1562,686,25

1,528,282,58

2,372,331,9

1,887,356,00

Keterangan : *) Angka Sementara; **) Angka Perkiraan
Sumber : BPS (2004)

25 Latihan1
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Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai

materi

Kegiatan Belajar 1, silakan kerjakan latihan berikil

1

2)

3)

Apa yang Anda ketahui tentang Surat Keputusamtéfie
Kelautan dan Perikanan No. 10/MEN/2003. Jelaskan!
Pertumbuhan perikanan dari tahun 1992 sampeantaB95
terus mengalami penurunan dan pada tahun 1996 haeriga
kenaikan. Sedangkan pada tahun 1998 pertumbuhan
produksi perikanan laut kembali mengalami penuruesary
sangat dramatis dan pada tahun 1998 sampai taHdd 20
kembali mengalami peningkatan. Mengapa terjadittlagi
produksi laut yang tinggi? Jelaskan!

Pada saat ini transportasi laut mengalami perwuruang
cukup tajam, dan usaha di bidang transportasi sadgh
tidak menggairahkan. Coba Anda jelaskan faktorefajang
mempengaruhi hal tersebut!
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Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab latihan di atas, coba Anda baca kéimb
bagian-bagian yang relevan dengan pertanyaan i &t bisa
diskusikan dengan teman Anda.

@ Rangkuman

Menurut Ketchum (1972), wilayah pesisir secara @dfisl adalah sebuah
wilayah yang dinamik dengan pengaruh daratan teghddutan atau
sebaliknya. Proses keterkaitan antara wilayah daraian lautan ini

merupakan sumber dinamika yang penuh tantangamdiérangka

pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, pertatinindonesia

melalui Departemen Kelautan dan Perikanan menambitiSurat

Keputusan No.10/MEN/2003 tentang Panduan PerencdPaagelolaan
Pesisir Secara Terpadu.

Potensi Sumber Daya Pesisir dan Laut meliputi:

1. Potensi Sumber Daya Perikanan

2. Potensi Sumber Daya Energi dan Mineral

3. Potensi Perhubungan Laut

4. Potensi Pariwisata Bahari

|ZI Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari bgherternatif

jawaban yang disediakan!

1) Wilayah pesisir dan laut mendominasi total walay
Indonesia yang merupakan negara kepulaaachipelagic
statg dan panjang pantai Indonesia adalah ....

A. 71.000 km
B. 78.000 km
C. 81.000 km
D. 85.000 km
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1.34

2)

3)

4)

5)

Wilayah pesisir tidak hanya didefinisikan beat&an sifat
ekologi semata, namun harus pula mencakup definisi
administrasi sebagai sebuah wilayah pengelolaadatada
pengertian wilayah pesisir menurut ....

Ketchum (1972)

Jones and Westmaccot (1993)

Kay and Alder (2000)

RUU wilayah pesisir (2001)

00w

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kelawtan

Perikanan menerbitkan SK No.10/MEN/2003 tentang ....

A. Panduan Perencanaan Pengelolaan Pesisir Secara
Terpadu

B. Panduan Perencanaan Pengelolaan Pesisir dair Pesi

C. Panduan Perencanaan Pengelolaan Pesisir

D. Panduan Perencanaan Pengelolaan Laut

Dalam hierarki pengelolaan pesisir secara terpgpiolamida
teratas adalah ....

A. Action Plan

B. Coastal And Marine Management

C. Coastal Marine Zonatio

D. Strategis Coastal Management

Pertumbuhan produksi perikanan laut terjadi p&man yang
dramatis dan pertumbuhannya mengalami negatif pada
tahun ....

A. 1994

B. 1996
C. 1998
D. 2000
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6)

7

8)

9)

Perkembangan subsektor transformasi laut belwenjadi

tuan rumah di negeri sendiri, padahal kondisi gefigr
Indonesia yang sebagian besar merupakan lautaninHal
disebabkan oleh masalah ....

A. investasi

B. sumber dana

C. keamanan

D. peraturan

Kontribusi sektor perikanan dan kelautan masih jdah
optimal untuk kurun waktu sampai tahun 1998. Hal in
terlihat dari kontribusinya terhadap PDB nasionahya
mencapai ....

A. 20,06%

B. 25,16%

C. 28,07%

D. 30,07%

Potensi sumber daya timah Indonesia diperkiradarara
800.000 sampai 1.000.000 ton, di mana 70% di diaser
dalam bentuk kasiterit, daerah yang dikenal sebpgi@nsi
timah adalah ....

A. Bangka

B. Kepulauan Riau

C. Laut Arafuru

D. Teluk Tomini

Lubang hidrotermal yang dikenal dengan istilatack
smokerdanwhite smokemerupakan ekosistem laut dalam
yang unik, ditemukan di perairan ....

A. Bangka

B. Kepulauan Riau

C. Laut Arafuru

D. Teluk Tomini
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10) Volume dan nilai ekspor perikanan Indonesiadaininasi
oleh komoditas ....
A. tuna/cakalang
B. tongkol
C. ikan layaran
D. setuhuk loreng

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes
Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul Hitunglah
jawaban Anda yang benar. Kemudian, gunakan rumbswah

ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda tenhadateri
Kegiatan Belajar 1.

Rumus:

Jumlah jawaban Anda yang benar
Tingkat penguasaan = x 100%
10

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% athih,|
Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutBggus!
Tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih diabha80%,
Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutdragian
yang belum Anda kuasai.
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Isu dan Masalah Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Laut

Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan
masalah yang terkait dapat dikategorikan menjalel®dmpok
besar sebagai berikut.

1. Isu dan masalah ekologis.

2. Isu dan masalah sosial ekonomi

3. Isu dan masalah hukum dan kelembagaan.

A. Isu Kerusakan Fisik Ekosistem Pesisir dan Laut

1. Kerusakan Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistermpgedtailam
konstelasi wilayah pesisir dan laut. Bersama dergjansistem
mangrove dan padang lamun, ekosistem ini menjaga
keseimbangan dinamika ekologi wilayah pesisir dar. INamun
demikian, fakta menunjukkan bahwa kerusakan -ela@msist
terumbu karang sudah sampai pada taraf yang cukup
mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari kondignutupan
karang hidup di mana tinggal 6,20% yang beradand&landisi
baik, 28,30% dalam kondisi rusak, dan 41,78% datamdisi
rusak berat (Suharsono, 1998). Kerusakan ini ménQasar
(2000), sebagian besar disebabkan oleh kegiatansisaseperti
kegiatan penangkapan ikan secara destruktif dengan
menggunakan bom dan racun, kegiatan penambangamgkar
untuk bahan bangunan, dan sebagian pula disebablem

1.37
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kegiatan pariwisata bahari yang tidak mengindahkasur
keberlanjutan ekosistem.

2. Kerusakan Mangrove

Seperti halnya ekosistem terumbu karang, degragasistem
mangrove di Indonesia sudah dalam taraf mengkhekaatidi
mana menurut Dahuri, et.al. (1996) telah terjadiupenan luas
hutan mangrove dari 4 juta hektar menjadi sekifaijia hektar
pada periode 1982-1993. Faktor utama dari degraciaadalah
kegiatan konversi kawasan mangrove menjadi lahambdé,
pemukiman, industri, dan lain sebagainya. Namun iklam
secara global potensi mangrove di Indonesia magibpcbesar
karena menyumbang 22% dari total kawasan mangrawé d
(Gambar 1.4).

Al others
40%

Papua Mewy Glinea
3%

India__

Incdone sia
3%

Mexica Z%

3%

Cuba
3%
Malaygia
4%
Banglacesh Australa  Migeria
4% fi% fi%

Brazil
B%

Gambar 1.4.
Distribusi Mangrove Dunia (FAO, 2003)

3. Penangkapan lkan Berlebih (Overfishing)

Pada kegiatan belajar sebelumnya dijelaskan bahstang
sumber daya perikanan Indonesia masih cukup beséty

1.38
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sebesar 6,4 juta ton per tahun. Namun demikiamraatkondisi
tersebut tidak merata mengingat di beberapa wilayah
pengelolaan perikanan (WPP) telah terjadi penaraykgrlebin
(overfishing yang apabila tidak dikurangi intensitasnya akan
mempengaruhi keberlanjutan perikanan di wilayalseteut.
Menurut DKP (2004), indikasi pemanfaatan berlebterdukan

di seluruh WPP di Indonesia dengan intensitas utmadi di
WPP | Selat Malaka, kemudian diikuti dengan WPP aitL
Utara Jawa. Sementara untuk kawasan timur Indgniesikasi
pemanfaatan berlebih masih prematur dengan hanlyerdpa
komoditas tertentu, seperti ikan karang dan cummicyang
telah mengalami kondisiverfishing(Tabel 1.12).

Tabel 1.12.
Kondisi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di WPP
Indonesia
Kelompok Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan
Sumber Daya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indonesia
Ikan Pelagis Besar
Potensi (10° ton/tahun) 27,67 66,08 55,00 193,60 104,12 106,51 175,26 50,86 386,26 | 1.165,36
Produksi (10° ton/tahun) 35,27 35,16 137,82 85,10 29,10 37,46 153,43 34,55 188,28 736,17
Pemanfaatan (%) >100 53,21 >100 43,96 27,95 35,17 87,54 67,93 48,74 63,17
Ikan Pelagis Kecil
Potensi (10° ton/tahun) 147,30 621,50 340,00 605,44 132,00 379,44 384,75 468,66 526,57 | 3.605,66
Produksi (10° ton/tahun) 132,70 205,53 507,53 333,35 146,47 119,43 62,45 12,31 264,56 | 1.784,33
Pemanfaatan (%) 90,15 33,07 >100 55,06 >100 31,48 16,23 2,63 50,21 49,49
lkan Demersal
Potensi (10° ton/tahun) 82,40 334,80 375,20 87,20 9,32 83,84 54,86 202,34 135,13 | 1.365,09
Produksi (10° ton/tahun) 146,23 54,69 334,92 167,38 43,20 32,14 15,31 156,80 134,83 | 1.085,50
Pemanfaatan (%) >100 16,34 89,26 >100 >100 38,33 27,91 77,49 99,78 79,52
lkan Karang Konsumsi
Potensi (10° ton/tahun) 5,00 21,57 9,50 34,10 32,10 12,50 14,50 3,10 12,88 145,25
Produksi (10° ton/tahun) 21,60 7,88 48,24 24,11 6,22 4,63 2,21 22,58 19,42 156,89
Pemanfaatan (%) >100 36,53 >100 70,70 19,38 37,04 15,24 >100 >100 >100
Udang Penaeid
Potensi (10° ton/tahun) 11,40 10,00 11,40 4,80 0,00 0,90 2,50 43,10 10,70 94,80
Produksi (10° ton/tahun) 49,46 70,51 52,86 36,91 0,00 1,11 2,18 36,67 10,24 259,94
Pemanfaatan (%) >100 >100 >100 >100 0,00 >100 87,20 85,08 95,70 >100
Lobster
Potensi (10° ton/tahun) 0,40 0,40 0,50 0,70 0,40 0,30 0,40 0,10 1,60 4,80
Produksi (10° ton/tahun) 0,87 1,24 0,93 0,65 0,01 0,02 0,04 0,16 0,16 4,08
Pemanfaatan (%) >100 >100 >100 92,86 2,50 6,67 10,00 >100 10,00 85,00
Cumi-cumi
Potensi (10° ton/tahun) 1,86 2,70 5,04 3,88 0,05 7,13 0,45 3,39 3,75 28,25
Produksi (10° ton/tahun) 3,15 4,89 12,11 7,95 3,48 2,85 1,49 0,30 6,29 42,51
Pemanfaatan (%) >100 >100 >100 >100 >100 39,97 >100 8,85 >100 >100
Potensi (10° ton/tahun) 276,03 | 1.057,05 796,64 | 929,72 277,99 590,62 632,72 771,55 | 1.076,89 | 6.409,21
Produksi (10% ton/tahun) 389,28 379,90 | 1.094,41 655,45 228,48 197,64 | 237,11 263,37 623,78 | 4.069,42
Pemanfaatan (%) >100 35,94 >100 70,50 82,19 33,46 37,47 34,14 57,92 63,49

Catatan: 1. Selat Malaka, 2. Laut Cina Selatan, 3. Laut Jawa, 4. Selat Makassar dan Laut Flores, 5. Laut Banda,
6. Laut Seram dan Teluk Tomini, 7. Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, 8. Laut Arafura, 9. Samudera Hindia

Keterangan : Abu-abu Muda = masih ada kemungkinan pengembangan.
Putih = perlu pengelolaan yang hati-hati (precautionary approach)

Abu-abu Tua = penangkapan ikan berlebih (overfishing).
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Sumber : DKP (2004)
4. Pencemaran Wilayah Pesisir dan Lautan'

Permasalahan utama dalam pengendalian pencemataselain
beberapa permasalahan yang telah di jelaskan dimdpbkok
bahasan terdahulu adalah pemahaman menyeluruhdagrha
ekosistem laut (termasuk pesisir di dalamnya)eba§ai wadah
dari masuknya bahan pencemar, ekosistem laut nkeémili
kemampuan memperbaiki dig€lf purification) jika mengalami
gangguan baik yang bersifat fisik, kimia maupuridgo Sampai
batas kemampuan memperbaiki diri tersebut belutangaui,
kejadian yang disebut sebagai pencemaran belunadier]
Pencemaran terjadi jika kemampuan tersebut terlamgan
menyebabkan berbagai konsekuensi ekologis langitatalam
air yang sifatnya adalah negatif sehingga tampakwha
kemampuan mengidentifikasi batas atas daif purification
dalam sebuah ekosistem laut menjadi demikian pgntin
Penentuan batas atas tersebut dikenal sebagai karaam
ekosistem menetralisasi cemaran atau disebut jageafpuan
asimilasi  éssimilative  capacily Di dalam teknis
penghitungannya, kapasitas asimilasi sangat dkantaleh fisik
perairan laut tersebut dan sedikit pengaruh kinoéebis.
Faktor dominan yang menentukan kapasitas asiméatifa lain
pola arus (arah dan kecepatannya), penguapan, amsout
pencemar, pembilasan pencemar ke luar sistem diaiakean
perairan.

Pemahaman penting lainnya tentang ekosistem adalah
pemahaman tentang keterkaitan dan  ketergantungan
antarekosistem di perairan laut dan pesisir. Khugsdi
perairan pesisir, keterkaitan antarekosistem demikierat
sehingga gangguan karena pencemaran terhadap sebuah
ekosistem akan dapat mempengaruhi kualitas ekosistenya
yang berdekatan. Misalnya, pencemaran minyak yang

' Disarikan dari Studi Rencana Strategis Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut

dalam Mendukung Kegiatan Sektor Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama PKSPL-IPB
dan DKP, 2005.
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mengganggu ekosistem hutan bakau akan secara isinerg
mengganggu rekruitmen larva ikan di perairan lapas di
depannya dan juga dapat mengganggu ekosistem terkeméng
dan aktivitas penangkapan ikan.

Keterkaitan antarkegiatan manusia di daratan dengan
pencemaran laut juga merupakan karakter khas édosigut
yang perlu diperhatikan dalam pengendalian penamkaut.
Sebagai contoh, kegiatan manusia di daerah Jatotalan
secara simultan dan akumulatif menurunkan derajetlitks
perairan Teluk Jakarta. Pendekatan pengelolaan agiratl
tersebut sudah tentu tidak akan memberikan hasg paik jika
tidak melakukan pengelolaan di kawasan DAfwvef basin
management Pengendalian pencemaran di kawasan perairan
Teluk Jakarta mutlak perlu melibatkan pengelolaamdsan
DAS Ciliwung, Citarum, dan Cisadane di daerah Jatek.
Sebab, sumber pencemaran adalah berasal di kawesabut,
baik pencemaran domestik-organik maupun industrasus
kematian masal biota air di perairan Teluk Jakdfei dan
November 2004 merupakan bukti nyata dari tinggitipgkat
pencemaran perairan di kawasan Teluk Jakarta yamgpakan
akibat dari tingginya aktivitatand-based pollutant sourcdi
kawasan Jabotabek.

Pendekatan ekosistem dalam pengendalian pencetaatgnga
merupakan hal yang baik disebabkan karakter penceatna
dalam air yang tersebar mengikuti pola rantai daring
makanan. Melalui mekanisme makan memakan yang dimul
dari organisme renik produsen fitoplankton sampai ikan
karnivora di puncak rantai makanan dan bahkan sakpa
manusia merupakan proses persebaran bahan penaimar
perairan laut. Karakter pencemar yang terkadangigten dan
sulit urai (misal, bahan logam dan pestisida) aledap dalam
bentuknya, stabil, dan terakumulasi semakin tindghgan
semakin tingginya status organisme penyimpan dirdalantai
makanan. Akumulasi melalui rantai makanan tersebut
menyebabkan organisme yang tinggi di dalam rantdanan
akan merupakan makhluk penyimpan bahan pencensebter
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Berdasarkan hasil penjaringan dstdkeholderbeberapa isu dan
permasalahan ekosistem dalam pengendalian pencepesisir
dan laut dalam konteks mendukung pembangunan kelalgn
perikanan dapat dilihat pada Tabel 1.13.

Tabel 1.13.
Isu dan Permasalahan Aspek Ekologis Pengendalian
Pencemaran Pesisir dan Laut

No. Isu dan Permasalahan

1. Belum adanya data base ekosistem dan habitat rawan
pencemaran

2. Restorasi habitat dan ekosistem yang terkena dampak
pencemaran

3. Penataan ruang khususnya ruang konservasi/perlindungan

4. Belum adanya data base tentang daya dukung lingkungan

5. Tingginya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati

perairan pesisir dan laut

Sumber : PKSPL-IPB (2005)

B. Isu dan Masalah Sosial Ekonomi

1.42

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan masyargb@sisir
merupakan salah satu problem utama pengelolaanyahila
pesisir dan laut. Hal ini, terkait dengan sumbeyadgang
melimpah, namun pada saat yang sama kemiskinanana&ksy
pesisir merebak di wilayah ini. Secara teoretisidégarkan
metode pengukurannya kemiskinan masyarakat pedagdat
digolongkan dalam kemiskinan absolut dan kemiskirelatif
(Satria, 2002). Kemiskinan absolut diukur dengamggenakan
pendekatan garis kemiskinanpoferty ling, sedangkan
kemiskinan relatif diukur dari perbandingan pendapa
antarkelompok rumah tangga.
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Walaupun belum ada data komprehensif tentang kémaisk
nelayan di wilayah pesisir, namun dari beberapdi strlihat
bahwa kemiskinan masyarakat pesisir merupakanamg gyata.
Studi CIRAD (2002) di Kawasan Delta Mahakam misalny
mengidentifikasi bahwa pendapatan rumah tanggayaeldan
petambak udang sangat beragam antara pemilik damh.bu
Pendapatan bersih hampir 30% dari masyarakat pd3ta
Mahakam sekitar Rp4 juta per tahun atau kuranghlebi
Rp340.000 per bulan yang masih lebih rendah darilggatan
minimum regional setempat (Gambar 1.5). Dalam Kaniei
lah, DKP kemudian menginisiasi program pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) yang dilakukgaksiahun
2000. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan skasiu
ekonomi bagi masyarakat pesisir agar mampu menikeghka
pendapatan per kapitanya dengan memanfaatkan sushagar
pesisir dan lautan secara berkelanjutan. Tabel thddyajikan
perkembangan dana PEMP pada periode 2000-2002.

Households ()

30
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20

Household Income Distribution
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4-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-100 100-200  200-1710

Gambar 1.5. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat
Pesisir Delta Mahakam (CIRAD, 2002)
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Tabel 1.14.

Perkembangan Dana PEMP 2000-2002

JUMLAH
TAHUN
KAB/KOTA DESA KMP ANGGARAN ANGGOTA
(Milyar)

2000 26 117 526 27 3,210
2001 125 543 2,330 105 25,609
2002 920 615 2,422 920 22,411
2003 126 504 *) 3,249 %) 120 24,559 %)
2004 160 1280 12,800 140 **)

Keterangan : KMP = Kelompok Masyarakat Pengelola

Sumber : DKP (2004)

Dari hasil monitoring PEMP pada tahun 2002, DKPO0@®0
mengidentifikasi
masyarakat pesisir, seperti yang disajikan padaelTdbl5

telah

terjadi

peningkatan

pendampat

berikut ini.
Tabel 1.15.
Rekapitulasi Data PEMP 2002
Pendapatan KMP (Rp
No. Lokasi Sebelum PEMP Sesudah PEMP Pemr(l‘gok)atan Keterangan
1 Kota Sibolga 1,500,000 1,650,000 10.00 Maret 03
2 Nias 325,000 450,000 38.46 April 03
3 Pesisir Selatan 350,000 550,000 57.14 April 03
4 |Agam 687,500 837,500 21.82 April 03
5 Bangka 867,500 1,792,500 106.63 April 03
6 Sukabumi 485,000 715,000 47.42 April 03
7 Karawang 2,152,000 2,562,500 19.08 April 03
8 Serang 53,650 54,000 0.65 April 03
9 Kendal 165,000 210,000 27.27 April 03
10 IGunung Kidul 560,000 660,000 17.86 Mar 03
11 |Tuban 887,500 1,267,500 42.82 April 03
12 |Pasuruan 591,700 700,000 18.30 April 03
13 |Situbondo 437,500 443,750 1.43 Mei 03
14 |Klungkung 540,000 808,000 49.63 April 03
15 |Buleleng 400,000 700,000 75.00 Mar 03
16 |Lombok Barat 200,000 350,000 75.00 April 03
17 |Bima 563,750 10,030,750 1679.29 April 03
18 |Kota Samarinda 1,130,000 1,400,000 23.89 April 03
19 lJeneponto 433,300 666,600 53.84 April 03
20 |Majene 113,170 155,270 37.20 Mei 03
21 |Selayar 110,585 180,170 62.92 April 03
Jumlah 12,553,155 26,183,540 108.58

Sumber : DKP (2004)
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C. Isu dan Masalah Hukum dan Kelembagaan

Koordinasi merupakan salah satu faktor utama sglalisu
penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan Hat.ini tidak
dapat dilepaskan dari fungsi wilayah pesisir yangltiguna
(multius§ sehingga bersifat kompleks. Dalam kaitan ini,
Adrianto (2005) menyebut bahwa wilayah pesisir makan
sebuah sistem yang kompleksoinplex systemyang perlu
mendapatkan perhatian secara komprehensif dan meakgn
pendekatan sistem.

Telah dijelaskan dalam FAO (1998), koordinasi mekan salah
satu faktor penting dan mungkin paling sulit dalgmaktik

pengelolaan pesisir dan laut. Koordinasi dirasatipgndan

masih menjadi isu utama dalam pengelolaan wilaysisp dan
laut karena adanya faktor yang berbasis pada kakngsower

of authority) dan masalah pembiayador(ding.

Selain itu, koordinasi merupakan faktor penting gyatapat

membawa seluruh pihak yang terkastakeholders ke dalam

proses perencanaan, desain dan implementasi ptaagelo

pesisir. Koordinasi ditujukan untuk hal-hal berikut

1. Mempromosikan dan memperkuat kerja sama dan
komunikasi multi-institusi, multi-sektoral.

2. Menyediakan forum/media sebagai sarana negosiasi da
resolusi konflik.

3. Mengurangi persaingan dengan cara meminimalisasi
tumpang tindih dan kesenjangan dalam pembagiamtzgg
jawab.

Selain itu, koordinasi dalam konteks tingkat impdertasi dan

tujuan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe gabhaerikut.

1. Koordinasi vertikal di mana implementasi koordingsjadi
pada instansi vertikal, vyaitu pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota.
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2. Koordinasi horizontal di mana implementasi koordina
terjadi antarinstansi horizontal, misalnya antdansi teknis
dalam satu level pemerintahan provinsi atau daerah.

3. Koordinasi temporal di mana implementasi koordinasi
berbasis pada waktu, misalnya bagaimana kegiattnirga
dapat diidentifikasi besaran dampaknya di masandata

Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan lagg tipe
koordinasi tersebut di atas dapat diimplementasikahagai
contoh dalam konteks koordinasi vertikal sepertingya
diamanatkan oleh UU No. 32/2004 tentang otonomiratae
Koordinasi  horizontal dapat diimplementasikan melal
pendekatanco-management sedangkan koordinasi temporal
dapat dilakukan dengan pendekataisionary perencanaan
strategis pengelolaan wilayah pesisir dan laut. miGa 1.6
kerangka koordinasi yang dapat dilakukan dalam ypsunyan
rencana strategis pengelolaan wilayah pesisiralan |

Koordinasi Vertikal

nasional
Masa depan

Nilai Visi

-~

stakeholders «@mm Skema Ko - Manajemen gy Pemerintah

Skema Desentralisasi

Saat Ini 1 Koordinasi Horisontal

Koordinasi Temporal local

IeHipuial vuvidiiiauutl

Gambar 1.6.
Tipologi Koordinasi yang Dapat Dilakukan dalam Pengelolaan
wilayah pesisir dan laut (Cicin Sain and Knecht, 1998)
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Dalam kaitannya dengan pencemaran laut, koordivexsikal
antara pusat daerah adalah seharusnya diwujudk#am da
koordinasi antara kabupaten/provinsi (yang diwakdieh
institusi BPLHD/Bapedalda) dengan pusat dalam miahdalah
Kementerian LH. Tumpang tindih dan rendahnya ke@sii ini
masih dirasakan karena memang sangat terkait dengan
kewenangan daerah di dalam pemberian izin sebugilatéa
yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut. klakganaan
kegiatan sampai skala tertentu dikeluarkan olefratlggpibernur

dan terkadang masih merupakan kelemahan di dalam
implementasi pengawasan pencemaran pesisir dan laut

Isu ini terkait pula dengan kemampuan lembaga yenkpit
dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, tiditam
konteks perangkat keras, seperti teknologi maumsiliths,
namun lebih pada unsur pengelolaan terhadap prosesnika
dan penanggulangan pencemaran. Hal ini dapat difittasi
terutama untuk kasus kemampuan lembaga di tingaatati
yang masih belum optimal dalam menjalankan fungsi
pencegahan maupun mitigasi pencemaran di pesisiada

Isu lainnya adalah hukum yang terjadi baik dalavell@asional
maupun di dalam departemen teknis. Dalam konteks
pengendalian pencemaran laut, beberapa departeragnrilikn
peraturan internal tersendiri yang terkait dengamcpmaran laut
sementara departemen lainnya belum memiliki. Depsh
Kelautan dan Perikanan, ESDM dan Perhubungan, telah
memiliki perangkat peraturan perundangan dalam qredegian
pencemaran, sedangkan beberapa departemen laiglya &da

dan masih mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan
Kementerian LH. Aturan pokok tentang pengelolaatayah
pesisir dan laut yang dikeluarkan oleh LH adalatsifet umum

dan tidak mengatur secara teknis tentang aktikitgéatan yang
merupakan wewenang departemen teknis. Kegiatanogéisp
dan eksploitasi migas, perkapalan dan kepelabuhaeata
pariwisata pantai dan laut memerlukan peraturaminuEmgan
detail dan teknis dari masing-masing departemeselbeit.
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25 Latihan 2

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi
Kegiatan Belajar 2, silakan kerjakan latihan berikil

1) Coba Anda jelaskan Isu Kerusakan Fisik EkosisBasisir
dan Laut!

2) Jelaskan dengan singkat Isu dan masalah sdsi@lomi
masyarakat pesisir dan nelayan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab latihan di atas, coba Anda peldfarnbali
bagian-bagian yang relevan dengan pertanyaan sliaéda bisa
Anda diskusikan dengan teman Anda.

@5 Rangkuman

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut, permasalgl@anmiapat
dikategorikan menjadi 3 kelompok besar sebagdakiter

1. Isu dan masalah ekologi.

2. Isu dan masalah sosial ekologi.

3. Isu dan masalah hukum dan kelembagaan.

Isu dan masalah ekologi adalah merupakan isu Haandasik ekosistem
pesisir dan laut yang meliputi hal-hal berikut.

1. Kerusakan terumbu karang.

2. Kerusakan mangrove.

3. Penangkapan ikan berlebih.

4. Perencanaan wilayah pesisir dan lautan.
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Isu dan masalah sosial ekonomi adalah masalah kigieais masyarakat
pesisir, di mana mereka hidup dengan sumber damyg weelimpah,
namun pada saat yang sama kemiskinan terjadi dyafil ini.

Isu dan masalah hukum dan kelembagaan adalah nkarupaasalah
yang kompleks karena pengelolaan wilayah pesisirldat tidak dapat
dilepaskan dari fungsi wilayah pesisir yang multigu sehingga
koordinasi merupakan salah satu faktor utama dpkamgelolaan.

|ZI Tes Formatif 2

Pilinlah satu jawaban yang paling tepat dari bgher@ternatif
jawaban yang disediakan!

1) Menurut Suharsono (1998), kerusakan ekosistenmtzu
karang sudah sampai taraf mengkhawatirkan hal apiat
ditunjukkan, antara lain dengan penutupan karardyphi
dengan kondisi baik hanya tinggal ....

A. 5,20%
B. 6,20%
C. 7,20%
D. 8,20%

2) Indikasi pemanfaatan berlebih untuk kawasan Timu
Indonesia hanya beberapa komoditas tertentu, afaéra
ikan ....

A. cakalang
B. pedang
C. karang dan cumi-cumi
D. layaran
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3)

4)

5)

Dalam koordinasi pengelolaan wilayah pesisir daut,
untuk koordinasi vertikal dapat diimplementasikan
melalui ....

A. UU No.32/2004

B. co-management

C. perencanaan strategis

D. perencanaan sektoral

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyapakéir,
pemerintah dalam hal ini DKP menginisiasi programufu

A. PEMP
B. PEMN
C. PEML
D. PEMPL

Dalam koordinasi pengelolaan wilayah pesisir daut,
untuk koordinasi horizontal dapat diimplementasikan
melalui ....

A. UU No.32/2004

B. co-management

C. perencanaan strategis

D. perencanaan sektoral

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes
Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul Hitunglah
jawaban Anda yang benar. Kemudian, gunakan rumbswah

ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda tenhadateri
Kegiatan Belajar 2.

Rumus:

Jumlah jawaban Anda yang benar

Tingkat penguasaan = x 100%
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Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% athih,|
Anda dapat meneruskan dengan Modul selanjutBagus!
Tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih diaha80%,
Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutdragian
yang belum Anda kuasai.
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Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

>0>»2>00>»2>T0

Tes Formatif 2
1)
2)
3)
4)
5)

o>>0OwW
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